
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual merupakan instrumen hukum yang penting untuk menangani dan 

mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang tersebut mengatur 

tentang pentingnya koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

kerjasama internasional dalam upayah pencegahan dan penanganan kasus 

kekerasan seksual. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diatur dalam undang-

undang tersebut sebagaimana dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman 

dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban dan 

mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. 

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang harus membutuhkan 

penanganan yang tegas dan efektif. Di Indonesia, masih banyak korban kekerasan 

seksual yang tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Para pelaku 

seringkali luput dari hukuman yang pantas, sedangkan korban seringkali gagal 

mendapat dukungan dan perlindungan yang seharusnya didapatkan. Sangat minim 

korban kekerasan seksual dibawa kepengadilan, ini ditimbulkan takutnya untuk 

melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan adanya persekusi tidak baik 

dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual yang mana korban bisa saja 

menyukai kekerasan yang terjadi.  

Saat korban telah nekat melaporkan kekerasan seksual yang berlangsung 

pada dirinya, tak sedikit pulak instansi maupun kelompok wewenang tidak 
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merespons pengaduan tersebut. Bahkan merespons tuduhan tadi tidak percaya dan 

memandang sepeleh. Perilaku kekerasan ini sendiri sangat berlawanan dengan 

hukum, baik didalam bentuk intimidasi ataupun tindakan nyata yang menyebabkan 

kekerasan fisik, benda atau bahkan kehilangan seseorang. Dalam peristiwa 

kekerasan seksual, bukan menimpa bagi kekerasan fisik, namun menyerang kondisi 

tidak langsung pada kesehatan psikologis korban (trauma). Efek kondisi psikologis 

yang didapati korban dampak penganiayaan seksual tidak gampang dihapuskan 

dibandingkan dengan kekerasan terhadap fisik  yang didadapi, membutuhkan 

tempo yang cukup lama agar korban betul-betul sembuh dari kasus yang dihadapi 

 Kekerasan seksual juga bisa diartikan sebagai pendekatan restorative jutice 

yang tidak diharapkan bagi seseorang kepada orang lain. Pendekatan  seksual  yang 

dikerjakan tidak mesti selamanya bersifat fisik, namun juga bisa bersifat verbal dan 

non verbal.  Maka dari itu, kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai macam 

bentuk, seperti tindakan memerkosa, meraba tubuh orang lain yang sudah 

direncanakan, gangguan maupun candaan tentang tindakan-tindakan yang berbaur 

seksual, permasalahan terhadap individu yang berhubungan dengan kehidupan 

seksual, tindakan seksual dengan tangan maupun wajah, ucapan yang bersifat 

seksual, dan lain-lain. 

Perlindungan dan perhatian terhadap korban kekerasan seksual merupakan 

hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam kebijakan hukum pidana 

dan sosial. Baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial dapat berkerja 

sama dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban seksual. 

Kekerasan seksual sangat sering terjadi didalam dunia pendididkan, seperti kampus, 
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pesantren, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, kos-kossan, tempat umum, terminal 

atau stasiun, dipinggir jalan dan dimedia sosial. 

Adapun jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan 

perempuan di Kabupaten Aceh Utara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. 1 Jumlah Kekerasan/Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara 

Jenis Kasus Tahun Jumlah 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kekerasan/Pelecehan 

Seksual Terhadap 

Anak 

9 

 

18 5 14 22 68 

Kekerasan/Pelecehan 

Seksual Terdapap 

Dewasa 

 

3 7 4 2 2 18 

Sumber : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 2023 

Dari tabell diatas dapat kita lihat julmlah kasuls kelkelrasan selksulal kelpada 

anak di Kabu lpateln Acelh Ultara melngalami  tu lruln naik seltiap tahu lnnya. Tahuln 2021 

kasuls kelkelrasan selksulal telrhadap anak me lngalami pelnyu lsultan dan melningkat di 

tahuln 2022 sampai ju lni 2023. Selhingga ju lmlah kasu ls kelkelrasan selksulal telrhadap 

anak sellama 5 tahu ln kelbellakang mu llai dari tahuln 2019-2023 selbanyak 68 kasu ls 

yang telrjadi. Tak jarang pu lla pellakul yang mellancarkan kelkelrasan melrulpakan orang 

yang sangat de lkat delngan kita nya, bahkan masih me lmiliki ikatan ke llularga dan 

kasuls kelkelrasan te lrhadap anak lelbih banyak kita ju lmpai dalam pelrihal melmbelrikan 

sulatu l hadiah dan me lngajak selhingga delngan cara belgitul melrelka dapat mellulapkan 

nafsulnya. 

Provinsi Acelh melrulpakan daelrah yang melmelgang te lgulh syariat islam yang 

sangat kelntal akan te ltapi kasu ls kelkelrasan selksulal kelpada anak mau lpuln orang 

delwasa masih sangat banyak te lrjadi di daelrah telrselbult. Atu lranya pelmelrintah dapat 
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melnanggani pelrmasalah yang telrjadi di Ace lh khu lsulsnya dalam kasu ls kelkelrasan 

selksulal kelpada anak dan orang delwasa su lpaya tidak melmakan banyak korban lagi 

delngan cara me lmbu lat su latu l program yang dapat dilaku lkan dan dilaksankan u lntulk 

pelncelgahan kasu ls kelkelrasan selksu lal kelpada anak dan delwasa yang masih telrjadi di 

Acelh khulsu lsnya di Kabulpateln Acelh Ultara. 

Belrdasarkan pelrmasalahan diatas maka pe lnelliti te lrtarik ulntu lk mellakulkan 

pelnellitian ini de lngan ju ldull “KEBIJAKAN PROTEKTIF UNDANG-UNDANG 

NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Belrdasarkan dari latar be llakang masalah di atas maka pe lnelliti dapat 

melrulmulskan masalah yaitu l “Bagaimana Kelbijakan Prote lktif Telrhadap Tindak 

Pidana Kelkelrasan Selksulal di DSP3A Kabu lpateln Acelh Ultara ? 

1.3  Fokus Penelitian 

Ulntu lk melmpelrjellas rulang lingkulp pelrmasalahan dalam pe lnellitian ini 

diteltapkan fokuls pelnellitian telntang Kelbijakan Prote lktif Telrhadap Tindak Pidana 

Kelkelrasan  Se lksulal di DSP3A Kabu lpateln Acelh Ultara te lrfokuls pada Asas 

Kelmanfaatan dan Asas Kelpastian Hulkulm. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan ru lmulsan masalah dan foku ls pelnellitian, maka tu ljulan pelnullis 

mellakulkan pelnellitian ini adalah “Ulntulk melngeltahuli dan melndelskripsikan 

Kelbijakan Protelktif Telrhadap Tindak Pidana Kelkelrasan Se lksulal di DSP3A 

Kabulpateln Acelh Ultara telrfokuls pada Asas Kelmanfaatan dan Asas Kelpastian 

Hulkulm”. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Adapu ln manfaat pelnellitian ini yang pelnullis telliti adalah : 

a. Manfaat Teloritis 

1. Hasil pelnellitian yang pelnullis telliti dapat belrgulna selbagai bahan 

tambahan dan masu lkan ulntulk melmpelrkaya kelpulstakaan dan 

pelngelmbangan ilmul sosial, khulsulsnya Program Stuldi Administrasi 

Pulblik. 

2. Hasil pelnellitian ini dapat melnambah relfelrelnsi dalam pelngelmbangan 

konselp dan telori. 

b. Manfaat Praktis 

1. Pelnellitian ini diharapkan melnjadi bahan pelrtimbangan bagi pelmelrintah 

dan pihak telrkait telrhadap Kelbijakan Protelktif Telrhadap Tindak Pidana 

Kelkelrasan Selksulal di DSP3A Kabu lpateln Acelh Ultara telrfokuls pada 

Asas Kelmanfaatan dan Asas Kelpastian Hulkulm. 

2. Hasil pelnellitian ini diharapkan belrgulna bagi pelnelliti selndiri dan pelnelliti 

sellanjultnya yang melngambil objelk pelnellitian yang sama delngan yang 

pelnullis telliti. 
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